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ABSTRAK

Dengan jumlah fakultas kedokteran yang sedemikian banyak ditambah
dengan jumlah mahasiswa kedokteran yang semakin meningkat, tentu kebutuhan
akan kadaver semakin tinggi. Kadaver sendiri sulit untuk diperoleh mengingat
tidak setiap waktu terdapat mayat tanpa identitas maupun hibah mayat oleh
keluarga atau ahli warisnya, sehingga muncul praktik jual beli kadaver baik oleh
rumah sakit maupun fakultas kedokteran. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis ada tidaknya unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana
dalam jual beli kadaver untuk kepentingan pendidikan kedokteran berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Isu hukum yang dikaji dalem penelitian ini adalah jual beli kadaver
untuk kepentingan pendidikan kedokteran berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa jual beli
kadaver yang berasal dari mayat hasil donasi atau yang tidak dikremasi tanpa
sepengetahuan keluargadapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pelaku yang
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah individu seperti dokter dan
korporasi seperti rumah sakit. Keluarga atau ahli waris kadaver yang dirugikan
dengan jual beli kadaver dapat mengajukan pengaduan ke organisasi profesi,
kepolisian atau mengajukan gugatan keperdataan
Kata Kunci: Kadaver; Jual Beli; Hukum Pidana; Kedokteran
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ABSTRACT

With a large number of medical schools and the increasing number of
medical students, the demand for cadaver remains higher than ever. The cadaver
itself was difficult to obtain considering that not everytime an unidentifed body
appears or corpses donated by family or their beneficiary, therefore the practice
of the sale and purchase of cadaver emerged both by the hospitals and medical
schools. The purpose of this research is to analyze the elements of criminal act
and criminal liability in the sale and purchase of cadaver for educational purpose
based on current regulations.This research uses a normative juridical method
with the statute approach and conceptual approach. The legal issue studied in this
research is the sale and purchase of cadaver for educational purpose based on
current regulations. According to the research, it was found that the sale and
puchase of cadaver from donated corpses or not cremated without knowledge of
the family can be qualified as a criminal act. Perpetrators who can be held
criminally responsible are individuals such as doctor and corporations such as
hospital. If the loss is caused by the sale and purchase of cadaver, the cadaver’s
family or beneficiary can file a complaint to professional association, the police
or file a civil lawsuit.

Keywords: Cadaver,; Sale and Purchase; Criminal Law; Medical.
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